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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian mengenai 
media sosial pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2014–2024. Metode yang digunakan 

adalah analisis bibliometrik dengan data diperoleh dari database GARUDA. Analisis dilakukan 
menggunakan Microsoft Excel dan VOSviewer untuk mengkaji frekuensi, keterkaitan, dan kepadatan 

tema berdasarkan 87 artikel terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian media sosial 

pemerintah daerah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2020, didominasi pendekatan 
kualitatif dan fokus pada platform Instagram. Terdapat kesenjangan dalam hal diversifikasi pendekatan, 

platform baru, serta objek wilayah yang dikaji. Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan riset 
selanjutnya yang lebih kontekstual dan beragam. 

 

Kata Kunci: bibliometrik, media sosial pemerintah daerah, VOSviewer, tren penelitian 
 

ABSTRACT 
This study aims to map trends and identify research gaps on local government social media in Indonesia 

in the period 2014–2024. The method used is bibliometric analysis with data obtained from the GARUDA 
database. The analysis was carried out using Microsoft Excel and VOSviewer to examine the frequency, 

relevance, and density of themes based on 87 selected articles. The results of the study show that 

studies on local government social media have increased significantly since 2020, dominated by 
qualitative approaches and focused on the Instagram platform. There are gaps in terms of 

diversification of approaches, new platforms, and regional objects studied. These findings provide a 
basis for developing further research that is more contextual and diverse. 
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PENDAHULUAN  

Keberadaan pemerintah daerah di media sosial telah menarik perhatian para akademisi 

dari berbagai disiplin dalam mengkaji dinamika ini dan diyakini akan terus berkembang seiring 

dengan berkembangnya inovasi digital pada media sosial dan juga inovasi tata kelola 

pemerintah berbasis digital. Pengetahuan akan perkembangan kajian media sosial pemerintah 

daerah di Indonesia penting untuk dipahami agar penelitian selanjutnya mengenai kajian ini 

dapat menciptakan suatu hasil peneltian yang mampu memberikan rekomendasi yang lebih 

inovatif dan kontekstual untuk pengembangan pengelolaan media sosial pemerintah daerah 

yang lebih baik. Oleh karena itu, pemetaan dan pemahaman yang komprehensif terhadap tren 

serta temuan penelitian terkait pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah di Indonesia 

menjadi langkah strategis dalam merancang kebijakan dan praktik komunikasi digital yang 

lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Kebijakan pemerintah seperti Keterbukaan Informasi Publik dan juga Permenpanrb 

nomor 83 tahun 2012 mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengelola 

media sosial untuk menciptakan efisiensi layanan dan meningkatkan keterlibatan dan 

partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Menteri PAN-RB, 2012). Selain itu, menurut 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan 

salah satu urusan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pembangunan daerah 

melalui berbagi saluran sebagai bentuk pelayanan publik serta mendorong partisipasi 

pembangunan daerah (Presiden Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, pemanfaatan 

media sosial oleh pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam meningkatkan transparansi 

dan efisiensi layanan publik, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dan proses demokrasi di Indonesia. 

Media sosial merupakan salah satu platform daring yang memungkinkan antar 

penggunanya untuk bisa saling berinteraksi, berbagi konten dalam berbagai jenis bentuk seperti 

text, audio, visual maupun secara kombinasi (Asari et al., 2023). Dengan berbagai keunggulan 

dari media sosial, pemerintah dapat melakukan komunikasi publik secara lebih efektif. Gohar 

F. Khan, (2017) menjelaskan, pemanfaatan media oleh pemerintah yang ia sebut dengan 

konsep Social Media Based Government-SMBG (Pemerintahan Berbasis Media Sosial), 

merupakan budaya tata kelola Sharing (berbagi), Transparency (transparan), Opennes 

(terbuka), dan Collaboration (kolaborasi) sebagai suatu landasan yang harus dibangun dan 

dipelihara melalui mandat administratif, keuangan, politik, hukum, dan perubahan perilaku di 

semua tingkatan pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemafaatan media 

sosial oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah dan publik 

(Ulayya et al., 2022); membangun citra positif (Hakiki et al., 2024), meningkatkan kepercayaan 

publik, membantu mengurangi kesenjangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat 

(Supriyanto et al., 2024); serta mempengaruhi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan 

(Rizqi et al., 2023). 

Penelitian ini merupakan studi bibliometrik untuk mengkaji perkembangan dan arah 

tema penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah. Bibliometrik merupakan teknik 

untuk mengkaji tren bidang ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu tertentu melalui komputasi 

dan analisis terhadap hasil penelitian tertulis yang dipublikasikan (Lawani, 2009). Bibliometrik 

mengkaji kerangka penelitian berdasarkan beberapa faktor publikasi, yaitu penulis, sitasi, 

istilah atau kata kunci, negara, dan jurnal. Sumber yang digunakan dapat berupa jurnal, buku, 

bab buku, prosiding, atau sumber publikasi ilmiah. Terdapat dua aspek dalam analisis 

bibliometrik, yaitu analisis kinerja yang mengukur produktivitas dan efek jangka waktu dari 

jumlah publikasi-sitasi, serta pemetaan sains yang memvisualisasikan area struktural dan 

dinamis (Zhou et al., 2022). 
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Penelitian ini mengacu pada konsep Social Media Based Government (SMBG) dari 

Khan (2017), yang menekankan prinsip sharing, transparency, openness, collaboration. Teori 

ini memberi kerangka bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah bukan sekadar 

saluran informasi, tetapi bagian dari budaya tata kelola digital. Selain itu, perspektif e-

Government dan Digital Governance (Bekkers & Homburg, 2007; Criado et al., 2013) juga 

relevan karena memandang media sosial sebagai instrumen partisipasi publik dan inovasi 

layanan. Teori komunikasi publik digital (Chadwick, 2017) menegaskan adanya pergeseran 

pola komunikasi pemerintah dari satu arah menuju model interaktif dan partisipatif.  

Beberapa studi biblimoetrik mengenai media sosial pemerintah pernah dilakukan. 

Pertama, (Wijaya, 2022) menganalisis perkembangan ilmiah tema media sosial dalam layanan 

komunikasi publik dalam kurun waktu tahun 2012–2021 dari database Scopus. Aplikasi 

Publish or Perish dan Vosviewer digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 

Penelitian ini menemukan bahwa penelitian dengan tema media sosial pemerintah 

menunjukkan dinamika peningkatan dan penurunan. Dari 200 artikel penelitian, ditemukan 

beberapa topik seperti: e-Government, Facebook, pemerintah daerah, Twitter, Web 2.0, 

Crowsourcing, Transparansi, Keterlibatan, Komunikasi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan 

pemerintahan terbuka. 

Kedua, (Ahsan & Sterjo, 2023) menganalisis perkembangan penelitian mengenai 

penggunaan media sosial dalam komunikasi pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 

2013–2022 dari database Scopus. Aplikasi CiteSpace digunakan untuk mengolah dan 

menganalis data. Penelitian ini menemukan bahwa penelitian dengan tema komunikasi 

pemerintah daerah melalui media sosial mengalami peningkatan dalam kurun waktu sepuluh 

tahun. Dari 166 artikel penelitian, ditemukan beberapa topik seperti: adopsi sektor publik, 

konten Facebook, studi kasus, interaktivitas e-Government, smart participation, dan 

fungsionalitas multi-level. 

Ketiga, (Kholidin, 2023) menganalisis perkembangan penelitian mengenai inovasi 

media sosial pemerintah dalam kurun waktu tahun 2012–2023 dari database Scopus. Aplikasi 

CiteSpace digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Penelitian ini menemukan bahwa 

penelitian dengan tema inovasi media sosial pemerintah mengalami perkembangan dan 

peningkatan setiap tahunnya, meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan pada 

tahun-tahun tertentu. Dari 194 artikel penelitian, ditemukan beberapa topik seperti: 

penyampaian pelayanan publik, penggunaan facebook, pembangunan berkelanjutan, 

kampanye makan sehat, machine learning, perubahan sikap, dan persepsi publik. 

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, fokus penelitian ini 

secara khusus pada media sosial pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2014–

2024, yang belum diteliti secara komprehensif dalam analisis bibliometrik berbasis database 

Garuda. Kedua, pendekatan bibliometrik dalam penelitian ini akan memberikan pemetaan 

ilmiah yang lebih kontekstual terhadap tren penelitian media sosial pemerintah daerah di 

Indonesia. Ketiga, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian media 

sosial pemerintah daerah di Indonesia yang belum terbahas dalam kajian-kajian sebelumnya, 

sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi pengembangan penelitian 

selanjutnya mengenai media sosial pemerintah daerah. Keempat, belum ada integrasi analisis 

tren dengan teori SMBG dan e-Government untuk memahami peran strategis media sosial 

dalam tata kelola pemerintahan daerah 

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian media sosial pemerintah daerah dengan 

memperkaya literatur akademik mengenai penggunaan media sosial dalam konteks 

pemerintahan daerah di Indonesia, serta menawarkan wawasan berbasis data yang dapat 

menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan digital pemerintah daerah yang lebih inovatif 

dan efektif. 
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METODE PENELITIAN 

Sumber data bibliometrik bersumber dari database GARUDA (Garba Rujukan Digital) 

yang merupakan sumber publikasi dalam skala nasional pada 12 Februari 2025. Data 

bibliometrik dianalisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel, Mendeley Desktop dan 

Vosviewer (Visualization of Similarities) versi 1.6.20. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data dengan 

pembatasan terbitan tahun 2014-2024 menggunakan kata kunci: “Media Sosial Pemerintah”, 

“Facebook Pemerintah”, “Youtube Pemerintah”, “Twitter Pemerintah”, “Instagram 

Pemerintah”, “Tiktok Pemerintah”, dan “Threads Pemerintah” yang menghasilkan 252 artikel. 

Untuk mendapatkan data artikel yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, pencarian 

dilakukan menggunakan kata kunci: “Social Media Government”, “Facebook Government”, 

“Youtube Government”, “Twitter Government”, “Instagram Government”, “Tiktok 

Government”, dan “Threads Government” yang menghasilkan 59 artikel. Total keselurahan 

artikel yang terkumpul berjumlah 311 artikel. 

Kedua, penginputan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi 

Mendeley berupa file RIS (Research Information System) dan file PDF (Portable Document 

Format). Pada tahap ini dilakukan ekstraksi data dengan ketentuan: (a) artikel dengan judul 

ganda; (b) artikel studi literatur; (c) artikel pengabdian kepada masyarakat; (d) objek penelitian 

yang bukan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta (e) file RIS dan PDF 

yang tidak ditemukan. Hasil ekstraksi data didapatkan sebanyak 87 artikel. Aplikasi Mendeley 

digunakan untuk memperbaiki database sesuai dengan file artikel. 

Gambar 1. Diagram Alir Penentuan Database di GARUDA 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga, melakukan analisa data dalam bentuk statistik deskriptif dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel untuk mendapatkan tren penelitian berdasarkan: (1) tahun; (2) 

kategori pemerintah daerah, (3) jenis platform media sosial yang menjadi objek penelitian; 

serta (4) pendekatan dan metode yang digunakan. Selain itu, aplikasi VOSviewer digunakan 

untuk melakukan analisa co-occurence terhadap kata kunci sebagai unit analisanya untuk 

mendapatkan tema penelitian berdasarkan: (1) jaringan tema; (2) perkembangan tematik; serta 

(3) kepadatan tema. Analisis co-occurrence akan memberikan kontribusi terhadap relevansi 

tema yang menjadi bahasan utama atau tema yang paling sering dijadikan kajian terhadap 

sebagian kecil yang masih memiliki peluang penelitian (Bukar et al., 2023). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tren Berdasarkan Tahun 

Secara keseluruhan, penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah di Indonesia 

mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2020 dan terus berkembang sampai 

tahun 2024. Perkembangan penelitian pada periode awal (tahun 2014–2025) menunjukkan 

pertumbuhan yang lambat dengan hanya ditemukan 1 dokumen pada tahun 2015. Mulai tahun 

2017 kajian ini mulai mendapat perhatian para peneliti dan semakin konsisten sampai tahun 

2019.  Kajian ini semakin berkembang pada tahun 2020 dan terus meningkat sampai tahun 

2024. 
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Gambar 2. Perkembangan Publikasi Berdasarkan Tahun 

 
Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025) 

Peningkatan kajian media sosial pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi oleh 

meningkatnya digitalisasi dalam pemerintahan pasca pandemi Covid-19 dimana media sosial 

dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi layanan pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya 

sebagai respons jangka pendek terhadap keterbatasan interaksi fisik selama pandemi Covid-19, 

tetapi juga menunjukkan pergeseran strategis menuju pola komunikasi digital yang lebih 

terbuka, partisipatif, dan real-time dalam upaya membangun kepercayaan publik dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian (F. Rahmanto et al., 2024) bahwa 

pemaanfaatan media sosial dalam situasi pandemi Covid-19 merupakan upaya tata kelola 

adaptif pemerintah dalam merespon perubahan yang terjadi. Beberapa penelitian mengungkap 

media sosial digunakan sebagai strategi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi 

mengenai Covid-19 (Elisabet Isyana Rahayu et al., 2023; Fayiz & Saeni, 2022; Pratama et al., 

2025; Pratiwi & Dunan, 2021; Rahayu et al., 2023; Saputra Akasse, 2022), dengan 

memanfaatkan fitur media sosial agar lebih persuasif (Agustiani & Ahdan, 2020). Menurut 

penelitian (Nugraha & Nusa, 2022) bahwa penyampaian informasi protokol kesehatan Covid-

19 melalui media sosial Instagram dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam 

menjalankan protokol kesehatan, masyarakat memiliki ketergantungan terhadap media untuk 

memuaskan kebutuhan informasi dan menimbulkan keterlibatan yang lebih jauh sehingga 

merubah perilaku. 

Tren Berdasarkan Pemerintah Daerah 

Penelitian mengenai media sosial pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu 

tahun 2014–2024 didominasi oleh kajian terhadap pemerintah kota secara tunggal dengan 40 

penelitian. Selanjutnya, kategori pemerintah kabupaten secara tunggal dan pemerintah provinsi 

secara tunggal memiliki jumlah yang cukup besar masing-masing dikaji sebanyak 19 penelitian 

dan 18 penelitian. Sementara itu, kategori pemerintah kabupaten dan kabupaten kota secara 

bersamaan serta seluruh kategori pemerintah daerah secara bersamaan masih sedikit dikaji 

dengan jumlah masing-masing 6 penelitian dan 2 penelitian. Selain itu, kajian mengenai media 

sosial pada pemerintah desa masing sangat terbatas dengan jumlah 2 penelitian. 
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Gambar 4. Jumlah Penelitian Berdasarkan Kategori Pemerintah Daerah  

 
Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025) 

Penelitian mengenai media sosial pemerintah desa berpotensi untuk dilakukan kajian 

pengembangan, tidak hanya pada aspek pemanfaatan media sebagai penyampaian informasi 

pemerintah desa seperti yang dilakukan oleh (Tania et al., 2023) dan juga untuk meningkatkan 

kualitas layanan pemerintah desa seperti yang dilakukan oleh (Kalesaran et al., 2024a), namun 

juga pada konteks lainnya seperti salah satunya ialah upaya pemerintah desa dalam 

mensosialisasikan Desa Wisata sebagai salah satu program unggulan desa-desa di Indonesia. 

Selain itu, kajian terhadap objek dengan skala yang lebih besar masih berpotensi 

dilakukan pengembangan. Berdasarkan hasil temuan, selama ini kajian ini dilakukan untuk 

membandingkan keterbukaan informasi melalui media sosial pada pemerintah provinsi se-

Indonesia (Najwa et al., 2021) dan perbandingan pemanfaatan media sosial dalam rangka 

akuntabilitas publik pada pemerintah provinsi se-Indonesia (Priyambodo et al., 2024). Pada 

skala pemerintah kota dan kabupaten pernah dilakukan perbandingan respon pelayanan publik 

melalui media sosial pada pemerintah kota di Indonesia (Soantahon, 2023) dan perbandingan 

strategi pemanfaatan platform Facebook untuk meningkatkan pelayanan publik pada 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Idonesia (Puspitaningrum et al., 2019), serta 

perbandingan respon publik terhadap media sosial pemerintah daerah di Indonesia (Furqon et 

al., 2018). 

Skala yang lebih kecil berdasarkan pemerintah di daerah tertentu, pernah dilakukan 

penelitian mengenai perbandingan jenis interaksi masyarakat dan pemerintah pada pemerintah 

daerah di Provinsi Riau (Najwa et al., 2020), perbandingan keterlibatan warga pada platform 

Facebook pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Purwadi et al., 2022), 

perbandingan persepsi publik mengenai good governance pada pemerintah daerah di wilayah 

Solo Raya (A. N. Rahmanto, 2022), serta perbandingan pemanfaatan media sosial dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik pada pemerintah desa di Kabupaten Minahasa 

(Kalesaran et al., 2024b). 

Tren Berdasarkan Platform Media Sosial 

Instagram menjadi platform yang paling banyak dikaji dalam penelitian mengenai 

media sosial pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 

dengan jumlah 44 kali dijadikan objek penelitian. Platform Facebook dan Twiiter masing-

masing dijadikan objek penelitian sebanyak 27 kali dan 22 kali. Youtube dan Tiktok menjadi 

platform media sosial tidak terlalu banyak dikaji, dimana masing-masing hanya dijadikan objek 

penelitian sebanyak 4 kali dan 3 kali. Sementara Threads sebagai platform media sosial terbaru, 

belum pernah dijadikan objek penelitian sama sekali. 
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Gambar 5. Tren Penelitian Berdasarkan Platform Media Sosial 

 
Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025) 

Tren Berdasarkan Pendekatan dan Metode Penelitian 

Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah 63 

artikel, menggunakan pendekatan kuantitatif sebanyak 22 artikel. Sementara hanya 2 artikel 

yang menggunakan pendekatan campuran. Dominasi pendekatan kualitatif menunjukkan 

bahwa penelitian dalam bidang media sosial pemerintah di Indonesia masih berfokus pada 

pemahaman konseptual dan eksploratif daripada pendekatan berbasis data numerik dan 

statistik. Kurangnya penelitian kuantitatif menandakan adanya peluang besar bagi peneliti 

untuk mengembangkan studi berbasis data, misalnya melalui analisis sentimen, machine 

learning, dan analisis big data untuk memahami tren komunikasi pemerintah di media sosial. 

Pendekatan campuran yang masih jarang digunakan menunjukkan bahwa pendekatan yang 

lebih integratif dalam penelitian media sosial pemerintah masih belum banyak dieksplorasi, 

padahal pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam analisis kebijakan 

dan efektivitas komunikasi digital pemerintah. 

Gambar 7. Penelitian Berdasarkan Pendekatan 

 
Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025) 

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, Studi Deskriptif merupakan metode 

yang paling dominan digunakan, jauh lebih banyak dibandingkan metode lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian media sosial pemerintah daerah lebih banyak berfokus pada 

pemetaan fenomena, tren, atau karakteristik media sosial tanpa mencoba mencari hubungan 

kausal atau membandingkan variabel. Studi Komparatif dan Studi Kasus merupakan metode 

berikutnya yang cukup sering digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan dalam 
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membandingkan kebijakan atau praktik media sosial antar daerah atau mendalami kasus 

tertentu secara spesifik. 

Gambar 8. Penelitian Berdasarkan Metode 

 
Sumber: Analisis Data dengan Microsoft Excel, Data Diolah Peneliti (2025) 

Studi Korelasional dan Studi Survei memiliki jumlah yang lebih sedikit. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam penelitian yang mencoba mengukur hubungan 

antar variabel. Ini bisa menunjukkan kurangnya data yang dapat digunakan untuk analisis 

korelasional atau kausal dalam konteks media sosial pemerintah daerah. Selain itu, minimnya 

Studi Eksploratif dan Eksplanatori menunjukkan bahwa masih jarang dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk menggali temuan baru atau menjelaskan hubungan sebab-akibat secara 

lebih mendalam. Metode Perancangan Aplikasi hanya digunakan sekali oleh (Effendi & 

Noviana, 2021), hal ini menunjukkan bahwa studi terkait pengembangan teknologi atau inovasi 

digital untuk mendukung media sosial pemerintah daerah masih sangat terbatas. 

Tren Berdasarkan Tema Kata Kunci 

Analisis kepadatan (density) tema melalui Vosviewer digunakan pada penelitian ini 

untuk memperlihatkan intensitas atau popularitas tema yang ditunjukkan melalui visualisasi 

kepadatan tema. Menurut van Eck & Waltman (2023), setiap titik tema memiliki warna yang 

menunjukkan kepadatan tema pada titik tersebut dimana semakin besar tema maka semakin 

dekat dengan warna kuning sebaliknya, semakin kecil tema maka semakin dekat dengan warna 

biru. 

Gambar 9. Visualisasi Kepadatan Tema 

 
Sumber: Olah Data Vosviewer (2025) 
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Visualisasi kepadatan tema di atas dihasilkan berdasarkan perhitungan bobot tema 

untuk menunjukkan frekuensi kemunculan suatu tema (van Eck & Waltman, 2023). Tema yang 

lebih dekat dengan warna kuning memiliki bobot tema yang tinggi, sementara tema yang lebih 

dekat dengan warna biru memiliki bobot tema yang rendah. Berdasarkan hasil analisa 

Vosviewer pada tabel 1 menunjukkan urutan frekuensi kemunculan tema berdasarkan bobot 

tema. 

 

 

Tabel 1. Urutan Frekuensi Kemunculan Tema 

Tema 
Bobot Tema 

(Frekuensi) 

 
Tema 

Bobot Tema 

(Frekuensi) 

media sosial 40  kepuasan publik 1 

humas pemerintah 26  pemasaran media sosial 1 

komunikasi pemerintahan 14  sikap publik 1 

penyebaran informasi publik 14  adopsi kebijakan pemerintah 1 

citra pemerintah 9  kebijakan publik 1 

manajemen media sosial 9  proses kebijakan publik 1 

strategi humas pemerintah 8  adaptive governance 1 

strategi komunikasi 7  akuntabilitas publik 1 

pelayanan publik 7  komunikasi bencana 1 

e-government 5  partisipasi masyarakat 1 

analisis sentimen 5  social media influencer (smi) 1 

keterlibatan warga 4  sosialisasi kegiatan 1 

optimalisasi media sosial 4  audit komunikasi internal 1 

layanan informasi publik 4  citra daerah 1 

persepsi masyarakat 3  computer mediated communication 1 

strategi media sosial 3  komunikasi risiko 1 

informasi program 2  good governance 1 

komunikasi publik 2  media informasi publik 1 

humas digital 2  perancangan aplikasi 1 

pengukuran engagement 2  interaksi pemerintah-publik 1 

keterbukaan informasi publik 2  komunikasi organisasi 1 

responsivitas pelayanan publik 2  kategorisasi informasi 1 

pemanfaatan media sosial 2  literasi media sosial 1 

promosi pariwisata 2  pengelola humas pemerintah 1 

kualitas informasi 2  kinerja media sosial 1 

efektivitas media sosial 2  opini publik 1 

akuisisi data 2  branding wisata 1 

jenis interaksi 2  efektivitas kampanye 1 

   governansi digital 1 

   kebutuhan informasi 1 

   komunikasi kebijakan 1 

   efektivitas komunikasi 1 

   ekologi media 1 

   popularitas media sosial pemerintah 1 

   reaktualisasi peran humas 1 

Sumber: Analisa Data Vosviewer (2025) 

Selain mengidentifikasi frekuensi tema, peneliti juga melakukan analisa jaringan 

(network) tema untuk memetakan keterkaitan antar tema agar dapat mengidentifikasi struktur 

tematik dari penelitian media sosial pemerintah daerah selama kurun waktu tahun 2014–2024. 

Dalam analisis jaringan tema Vosviewer, bobot jaringan menunjukkan jumlah tema yang 

memuat dua istilah bersamaan yang membentuk suatu jaringan yang ditunjukkan oleh besar 

label dan luas lingkaran (van Eck & Waltman, 2023). 
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Gambar 10. Visualisasi Jaringan Antar Tema 

 
Sumber: Olah Data Vosviewer (2025) 

Berdasarkan visualisasi jaringan di atas, terdapat 7 tema sentral dan memiliki 

keterkaitan paling banyak dengan tema-tema lainnya, yakni: Media Sosial (bobot 37); Humas 

Pemerintah (bobot 23); Komunikasi Pemerintahan (bobot 18); Penyebaran Informasi Publik 

(bobot 11); Strategi Humas Pemerintah (bobot 11); e-Government (bobot 10); dan Pelayanan 

Publik (bobot 9). Jarak antar tema dalam visualisasi jaringan menunjukkan keterkaitan antar 

tema, semakin dekat jarak diantara dua tema maka semakin kuat keterkaitannya (van Eck & 

Waltman, 2023). Dalam penelitian ini kekuatan keterkaitan antar tema ditunjukkan pada tabel 

2. 

Tabel 2. Kekuatan Keterkaitan Antar Tema 
No. Tema Sentral Jarak Kedekatan Keterkaitan dengan Tema Lain 

1 Media Sosial Kinerja Media Sosial; Governansi Digital; Komunikasi Kebijakan; Citra Daerah; 

Sosialisasi Kegiatan; Good Governance; Persepsi Masyarakat; Humas 

Pemerintah; Strategi Komunikasi; Akuntabilitas Publik; Interaksi Pemerintah-

Publik; Komunikasi Risiko; Komunikasi Organisas; Komunikasi Pemerintahan 

2 Humas Pemerintah Citra Pemerintah; Kualitas Informasi; Persepsi Masyarakat; dan Branding Wisata 

3 Komunikasi Pemerintahan Efektivitas Komunikasi; Komunikasi Organisasi; dan Komunikasi Risiko 

4 Penyebaran Informasi Publik Reaktualisasi Peran Humas; Kualitas Informasi; dan Citra Pemerintah 

5 Strategi Humas Pemerintah Ekologi Media; Humas Digital; Social Media Influencer; Partisipasi Masyarakat 

6 e-Government Kepuasan Publik; Sikap Publik; Pengukuran Engagement 

7 Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik; Kategori Informasi; Strategi Media Sosial; 

Responsivitas Pelayanan Publik 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025) 

Klaster dalam Vosviewer merupakan jaringan yang menunjukkan tema yang saling 

bertautan dengan tema lain dan sering muncul secara bersamaan (van Eck & Waltman, 2023). 

Dalam penelitian ini, Vosviewer merekomendasikan 16 klaster tema dengan ambang batas 

minimal 2 tema yang berkaitan. 

Tabel 3. Klaster Tema 
Kluster–

Warna 

Jumlah 

Tema 
Tema 

1–Merah 7 efektivitas kampanye; keterlibatan warga; komunikasi publik; manajemen media sosial; 

media informasi publik; optimalisasi media sosial; pengukuran engagement 
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2–Hijau 7 computer mediated communication; ekologi media; humas digital; partisipasi masyarakat; 

pemanfaatan media sosial; social media influencer (smi); strategi humas pemerintah 

3–Biru 

 

6 akuntabilitas publik; efektivitas komunikasi; interaksi pemerintah-publik; komunikasi 

organisasi; komunikasi pemerintahan; komunikasi risiko 

4–Kuning 5 audit komunikasi internal; branding wisata; citra daerah; humas pemerintah; sosialisasi 

kegiatan 

5 –Ungu 5 kategorisasi informasi; keterbukaan informasi publik; pelayanan publik; responsivitas 

pelayanan publik; strategi media sosial 

6–Cyan 4 e-government; kepuasan publik; pemasaran media sosial; sikap publik 

7–Orange 4 citra pemerintah; kualitas informasi; promosi pariwisata; strategi komunikasi 

8–Coklat 4 governansi digital; kinerja media sosial; komunikasi kebijakan; media sosial 

9–Magenta  3 adopsi kebijakan pemerintah; kebijakan publik; proses kebijakan publik 

10–Pink 3 akuisisi data; jenis interaksi; popularitas media sosial pemerintah 

11–Hijau 

Muda 

3 efektivitas media sosial; kebutuhan informasi; layanan informasi publik 

12– Biru 

Muda 

3 analisis sentimen; opini publik; perancangan aplikasi 

13–Kuning 

Muda 

3 informasi program; penyebaran informasi publik; reaktualisasi peran humas 

14–Ungu 

Muda 

2 adaptive governance; komunikasi bencana 

15–Cyan 

Muda 

2 literasi media sosial; pengelola humas pemerintah 

16–Orange 

Muda 

2 good governance; persepsi masyarakat 

Sumber: Analisa Data Vosviewer (2025) 

Hasil penelitian menunjukkan dominasi platform Instagram dan penggunaan 

pendekatan kualitatif dalam kajian media sosial pemerintah daerah. Jika dilihat dari perspektif 

teori SMBG (Khan, 2017), kondisi ini merepresentasikan bahwa pemanfaatan media sosial 

pemerintah daerah di Indonesia masih berada pada tahap sharing dan transparency, sementara 

aspek collaboration dan co-creation masih minim dieksplorasi. 

Dalam kerangka Digital Governance (Criado et al., 2013), minimnya penelitian pada 

platform baru seperti TikTok dan Threads serta terbatasnya pendekatan kuantitatif menandakan 

bahwa media sosial pemerintah daerah lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi 

informasi dasar, bukan sebagai instrumen data-driven governance. 

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah: pertama, pengembangan teori SMBG 

dalam konteks Indonesia, khususnya untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat 

bergerak dari sekadar transparansi menuju kolaborasi digital. Kedua, penguatan teori e-

Government, dengan menegaskan bahwa praktik komunikasi digital pemerintah daerah masih 

cenderung informasional dibandingkan deliberatif. Ketiga, kontribusi bagi teori komunikasi 

publik digital, di mana hasil ini menunjukkan adanya keterbatasan praktik interaktivitas 

pemerintah daerah, sehingga membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai transformasi ke 

arah komunikasi yang partisipatif dan kolaboratif. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian media sosial pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan 

signifikan, terutama sejak tahun 2020 yang dipicu oleh digitalisasi layanan pemerintahan pasca 

pandemi Covid-19. Platform yang paling dominan dikaji adalah Instagram, disusul oleh 

Facebook dan Twitter. Objek penelitian paling banyak difokuskan pada pemerintah kota, 

sementara pemerintah desa masih sangat jarang dikaji. Pendekatan yang paling banyak 

digunakan adalah kualitatif dengan dominasi metode deskriptif, sementara pendekatan 

kuantitatif dan mixed-methods masih minim. Tema utama dalam kajian ini meliputi media 

sosial, humas pemerintah, komunikasi pemerintahan, pelayanan publik, serta penyebaran 

informasi publik, yang semuanya tergambar dalam analisis jaringan dan kepadatan tema 

menggunakan Vosviewer. 

Penelitian ini berhasil mengungkap sejumlah kesenjangan penelitian (research gaps) 

yang perlu ditindaklanjuti, seperti: (1) keterbatasan objek wilayah pada studi tentang 
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pemerintah desa; (2) minimnya diversifikasi platform baru seperti TikTok dan Threads belum 

dijadikan objek penelitian secara signifikan; (3) masih minim pendekatan kuantitatif dan mixed 

methods, termasuk penggunaan analisis big data, machine learning, atau analisis sentimen; (3) 

kurangnya fokus pada pengembangan teknologi yang mengarah pada perancangan aplikasi 

atau inovasi digital; (4) kurangnya eksplorasi tema kebijakan dan partisipasi digital, beberapa 

tema penting seperti adaptive governance, good governance, dan komunikasi kebijakan masih 

belum banyak dieksplorasi secara mendalam. 

Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga penelitian 

selanjutnya dapat dikembangkan dengan: (1) menggunakan database yang lebih luas seperti 

Scopus, WoS, Sinta, dan lain sebagainya untuk memperkaya dan memperkuas cakupan 

literatur; (2) menggunakan analisis isi kualitatif untuk menambah kedalaman pemahaman 

tematik dari literatur yang dikaji. 
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